BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR '? TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan

struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha
Perusahaan Umum Daerah Tirta Muaro Tebo, perlu
dilakukan penambahan penyertaan modal daerah pada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro
Kabupaten Tebo yang berasal dari pengalihan Barang
Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang pengadaannya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1999, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018 dan 2019;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal;
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan
Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398); ’

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);



Menetapkan

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEBO
dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO
KABUPATEN TEBO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tebo.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tebo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik
berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan
uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris,
surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam
menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama
dengan pihak ketiga dengan mendapatkan kredit/
keuntungan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.



10. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro yang
selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

11.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau
yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten
Tebo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penambahan Penyertaan Modal Daerah pada
Perumda Air Minum Tirta Muaro adalah memperkuat
permodalan dan  meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat guna memenuhi kebutuhan air bersih yang
berkualitas.

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal daerah kepada Perumda Air
Minum Tirta Muaro bertujuan untuk mengembangkan usaha
dalam rangka :

a. Meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat,
pertumbuhan perekonomian dalam rangka menciptakan
lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan
pendapatan asli daerah.

b. Meningkatkan pengelolaan kinerja Perumda yang efektif,
efisien dan profesional.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Pemerintah daerah melakukan penarnbahan penyertaan
modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Muaro
Kabupaten Tebo, yang didirikan berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muaro
Kabupaten Tebo.

(2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air
Minum Tirta Muaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Pasal 5

(1) Nilai penambahan penyertaan modal daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp
20.506.386.000,- (dua puluh milyar lima ratus enam juta
tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

(2) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang
Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang pengadaannya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1999, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018 dan 2019 dengan rincian sebagaimana



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal J4 - (& - 2021
BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Djundangkan di Muara Tebo
ay- 13- 2021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO,
PROVINSI JAMBI : ( 3 - 99 /2021)



